PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian Ref 2024 2023
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 53111 18.553.366.165,26 145.496.714.182,35
Kas di Bendahara Pengeluaran 53.1.1.2 133.501,00 2.102.302,88
Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.1.3 11.825.864,00 0,00
Kas di BLUD 53.1.14 7.926.431.114,35 8.927.235.456,31
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP 5.3.1.15 0,00 27.736.156,00
Kas Dana Bos 5.3.1.1.6 162.164.684,00 649.925.638,90
Kas Lainnya 53.1.17 389.162.542,65 7.203.418.351,00
Kas Dana BOK Puskesmas 5.3.1.1.8 5.949.731.192,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 53.1.19 149.226.687.827,00 136.819.451.098,00
Piutang Retribusi Daerah 5.3.1.1.10 11.909.718.952,20 11.915.968.952,20
Piutang Lain-lain PAD yang sah 53.1.1.11 50.550.973.568,08 42.123.703.721,52
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 53.1.1.12 48.612.769.020,00 15.276.068.898,19
Penyisihan Piutang 5.3.1.1.13 (155.093.764.332,48) (145.273.264.976,15)
Beban Dibayar dimuka 53.1.1.14 2.238.583.276,67 2.719.355.262,17
Persediaan 5.3.1.1.15 30.448.791.344,91 32.237.897.187,08
Jumlah Aset Lancar 170.886.574.719,64 258.126.312.230,45
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.1.2.1 209.051.055,00 247.351.055,00
Jumlah Investasi Non Permanen 209.051.055,00 247.351.055,00
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.1.2.3 107.584.310.299,33 108.507.205.945,96
Jumlah Investasi Permanen 107.584.310.299,33 108.507.205.945,96
Jumlah Investasi Jangka Panjang 107.793.361.354,33 108.754.557.000,96
ASET TETAP
Tanah 53.13.1 549.826.273.096,10 536.045.134.306,10
Peralatan dan Mesin 5.3.1.3.2 1.049.254.786.209,34 991.439.091.790,33
Gedung dan Bangunan 5.3.1.3.3 1.850.658.469.830,20 1.740.713.897.617,74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 53.1.34 2.857.291.468.337,25 2.708.553.692.673,29
Aset Tetap Lainnya 5.3.1.35 13.637.546.843,51 14.589.136.193,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.3.1.3.6 440.834.940.117,35 463.270.249.082,20
Akumulasi Penyusutan 5.3.1.3.7 (3.337.565.979.040,71) (3.119.955.288.476,79)
Jumlah Aset Tetap 3.423.937.505.393,04 3.334.655.913.186,39
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran 5.3.14.1 716.350.000,00 1.106.950.000,00
Tuntutan Ganti Rugi 53.1.4.2 1.387.336.979,92 1.535.099.766,92
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 5.3.1.4.3 14.006.135.056,00 14.006.135.056,00
Aset Tak Berwujud 53.1.4.4 4.106.608.100,00 4.066.987.200,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud 5.3.1.45 (3.144.010.300,00) (2.910.686.660,00)
Aset Lain-lain 5.3.1.4.6 69.250.779.833,91 68.712.279.833,91
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 5.3.1.4.7 5.659.138.000,00 81.599.827.000,00
Jumlah Aset Lainnya 91.982.337.669,83 168.116.592.196,83
JUMLAH ASET 3.794.599.779.136,84 3.869.653.374.614,62
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(dalam rupiah)
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KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 53211 8.039.296,00 17.823.125,00
Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.2.1.2 809.041.833,34 146.332.500,00
Utang Belanja 53.2.13 88.036.612.607,09 32.677.189.180,91
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.2.1.4 1.531.824.608,17 1.692.676.863,91
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 90.385.518.344,60 34.534.021.669,82
JUMLAH KEWAJIBAN 90.385.518.344,60 34.534.021.669,82
EKUITAS
Ekuitas 533 3.704.214.260.792,24 3.835.119.352.944,80
Jumlah Ekuitas 3.704.214.260.792,24 3.835.119.352.944,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.794.599.779.136,84 3.869.653.374.614,62
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi
yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, serta evaluasi atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi
pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan
daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah
gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun
berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek diantaranya berupa Utang
Belanja sebesar Rp88.036.612.607,09 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini
BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XVIIL.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei
2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
_~Perwakilan Provinsi Riau
Penanggiing Jawab Pemeriksaan,

|
»+MSi,, Ak., CA, CFE, CSFA

kuntan No. D-27.373
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